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Ucapan terima kasih, Penulis haturkan kepada semua pihak
yang telah mendukung terbitnya Buku Monograp ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak oleh karenanya
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kesempurnaan karya-karya lainnya di masa mendatang.
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BAB
PENGERTIAN UMUM

PEKERJA/BURUH DAN
PENGUSAHA

A. Istilah Pekerja/Buruh

Ada berbagai istilah yang ditemukan dalam lapangan
hukum ketenagakerjaan Indonesia yang pada prinsipnya
merujuk kepada “pekerja”. Misalnya saja “buruh”, “karyawan”
maupun “tenaga kerja”. Munculnya berbagai istilah tersebut
sejalan dengan berbagai aturan-aturan ketenagakerjaan yang
lahir sesuai rezim yang pernah berlaku. Makna “buruh”
misalnya sangat popular pada masa penjajahan kolonial di
Indonesia bahkan dianggap memiliki kedudukan yang lebih
rendah dibanding “pekerja” maupun “tenaga kerja”. Buruh
pada jaman kolonial memiliki makna seseorang yang bekerja
pada majikannya dan menerima upah. Buruh pada masa itu
merujuk kepada mereka yang melakukan pekerjaan kasar
misalnya kuli, mandor, tukang dan sebagainya bahkan istilah
“blue  collar”  disematkan kepada  mereka. Dalam
perkembangannya, istilah buruh masih digunakan sampai pada
masa orde lama.

Kemudian pada masa orde baru muncul istilah baru yang
digunakan yaitu “pekerja”. Istilah tersebut dilatarbelakangi
adanya suatu pembaharuan birokrasi yang signifikan pada masa
orde baru yakni pembentukan Departemen Tenaga Kerja
sehingga dimulailah istilah “Ketenagakerjaan” sejak periode
orde baru yaitu tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1969 lahirlah
Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang merealisasikan
hak ketenagakerjaan bagi warga negara Indonesia sebagaimana
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BAB KETENTUAN HUKUM
PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
(PHK) DI INDONESIA

Walaupun terjadinya hubungan kerja sebagai akibat dari
perjanjian kedua belah pihak yaitu antara pekerja/buruh dengan
pengusaha, namun perjanjian tersebut belum tentu terlaksana
sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk itu
diperlukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
sebagai pedoman bagi para pihak!l. Apalagi bila terjadi pemutusan
hubungan kerja yang sangat mungkin terjadi kapan saja, maka
aturan perundangan-undangan ketenagakerjaan sangat diperlukan
sebagai solusi bagi para pihak.

Pemutusan hubungan kerja diantara pekerja/buruh dan
pengusaha sewaktu-waktu bisa terjadi. Persoalan ini menjadi hal
yang cukup banyak menimbulkan problematika baru baik bagi
pekerja/buruh maupun bagi pihak pengusaha. Hal ini disebakan
adanya hak dan kewajiban bagi para pihak akibat berakhirnya
hubungan kerja. Oleh karena itu kepada perusahaan dibebankan
kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagai kompensasi
atas pekerjaan yang dilakukan semasa hubungan kerja.
Pekerja/buruh yang terkena PHK akan berpengaruh pada sisi
ekonomi kehidupannya. Faktanya pekerja/buruh akan kehilangan
pendapatannya yang diperoleh dari aktivitas pekerjaannya selama
ini. Hal ini akan berdampak pula pada kelangsungan kehidupan
keluarga pekerja/buruh tersebut, apalagi bila si pekerja/buruh
adalah tulang punggung di dalam keluarganya. Dampak sosial juga

11 Jaminuddin Marbun & R.J. Marbun, Pengantar Hubungan Industrial
di Indonesia, (Medan: USU Press, 2022), hlm. 126.
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BAB

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA

A. Urgensi Perlindungan Pekerja/Buruh yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja
Konstitusi Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 D angka 2
UUD 1945 menyebutkan bahwa “Semua orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja”. Hak untuk bekerja dan mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak berlaku bagi setiap
warga negara Indonesia. Hak ini memberikan tanggung jawab
kepada pemerintah dalam turut serta mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui perlakuan adil dan layak
khususnya dalam hubungan kerja. Pemerintah sebagai salah
satu unsur dalam hubungan industrial memiliki peran krusial
diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Pada Pasal 102
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial
pemerintah berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan. Pemaknaan luas dari pasal tersebut
merujuk kepada kewenangan Pemerintah Indonesia yang
bertindak sebagai pelindung pekerja/buruh, sebagai pihak yang
dianggap lemah terkait dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan dan seluruh peraturan pelaksana
peraturan ketenagakerjaan yang dibuat pemerintah serta
keputusan menteri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
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